
 
 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                                  NOMOR :  20/M-DAG/PER/7/2011     

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN                             

NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR 
(API)  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang 
 

: a.  bahwa untuk meningkatkan kepastian berusaha, 
mendukung percepatan pelayanan kepada dunia usaha, 
dan memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas guna peningkatan 
pelaksanaan penanaman modal, perlu melimpahkan 
wewenang penerbitan Angka Pengenal Importir (API) 
kepada Badan Pengusahaan;  

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan;  

    
Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 

1938 Nomor 86); 

  

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
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  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 

  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4775); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724);  

  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  

  11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4757); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4758); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4759); 

  16. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang 
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri 
Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; 

  17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal; 

  18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

  19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

  20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

  21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan 
Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik 
Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National 
Single Window; 
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  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir 
(API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010; 

  23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Impor; 

  24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan; 

    
    
  MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG 
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API). 

   
   
  Pasal I
   
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal 
Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010, diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

   
   
  1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
   
  Pasal 1
   
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 
daerah pabean Indonesia. 

2. Angka Pengenal Importir, selanjutnya disingkat API 
adalah tanda pengenal sebagai importir.  

3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha 
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang melakukan kegiatan impor.  

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 
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5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri, Kementerian 
Perdagangan. 

6. Dinas Provinsi adalah dinas yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang perdagangan di provinsi. 

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perdagangan di 
kabupaten/kota. 

8. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan 
adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, 
dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Karimun. 

9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut 
Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Karimun. 

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam 
negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik 
Indonesia. 

11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah 
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 
modal dalam negeri. 

12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam 
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 
modal asing, baik yang menggunakan modal asing 
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 
penanam modal dalam negeri. 
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  2. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

   
  Pasal 4B 
   
  (1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan API 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk 
perusahaan, badan usaha atau kontraktor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang didirikan 
dan berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan 
persyaratan API, penerbitan API, pelaporan realisasi 
impor perusahaan pemilik API, perubahan data API, 
dan sanksi diatur tersendiri oleh Ketua Dewan 
Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan mengacu 
kepada Peraturan Menteri ini. 

(3) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas menyampaikan laporan 
rekapitulasi penerbitan API dan rekapitulasi realisasi 
impor pemilik API secara periodik setiap 3 (tiga) bulan 
kepada Menteri. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebagian atau 
seluruhnya oleh Menteri, apabila: 
a. Badan Pengusahaan mengusulkan untuk ditarik 

kembali sebagian atau seluruh kewenangan; 
b. Badan Pengusahaan dinilai tidak mampu 

melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan; 
c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk 

ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau 
d. Badan Pengusahaan tidak melaksanakan 

kewenangan karena perubahan kebijakan Menteri. 
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  3. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

   
  Pasal 27A 
   
  API yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang 
Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
17/M-DAG/PER/3/2010 dinyatakan tetap berlaku di 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 

   
   
  Pasal II 
   
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 

2011. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

   
   
  Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 25 Juli 2011 
 

  MENTERI PERDAGANGAN R.I., 
 

                    Ttd. 
 

 MARI ELKA PANGESTU 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan 
Kepala Biro Hukum, 

 
Ttd. 

 
 

LASMININGSIH 
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